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BUPATI ACEH TAMIANG 

PROVINSI ACEH 
 

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG 
NOMOR  17 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 43 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1)  Peraturan 

Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang, pergeseran 
anggaran dapat dilakukan dalam  kondisi mendesak 
atau perubahan prioritas pembangunan baik di 

tingkat nasional atau daerah sebagaimana 
dimaksud karena alasan teknis, adanya ketentuan 

peraturan perundang undangan, adanya kebijakan 
pemerintah yang bersifat strategis, adanya transfer 
khusus yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Provinsi; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 
43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 

Anggaran 2021 sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran; 

 

 

 

 

c. bahwa... 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4179); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 44210); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lebaran Negara Nomor 4633); 

 

8. Undang-Undang... 



 - 3 - 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5459); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

14. Peraturan... 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

 

 

 

 

 

21. Peraturan... 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

 

 

 

 

 

27. Peraturan... 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 888); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Dampaknya; 

33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten 

Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46); 

34. Qanun... 
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34. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 
Nomor 8); 

35. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 
2021; 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 43 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH 
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh 

Tamiang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh 

Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 
2021 Nomor 43), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 
Anggaran 2021 semula sebesar 
Rp1.226.871.912.021, berkurang sebesar 

Rp16.874.987.000 sehingga menjadi  
Rp1.209.996.925.021 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah 
1. Semula Rp 1.226.871.912.021 
2. Berkurang Rp (16.874.987.000) 

Jumlah pendapatan  
daerah setelah perubahan Rp 1.209.996.925.021 

 
b. Belanja daerah 

1. Semula Rp 1.238.871.912.021 

2. Berkurang Rp (16.874.987.000) 
Jumlah belanja daerah 
setelah perubahan Rp 1.221.996.925.021 

 

c. Pembiayaan... 
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c. Pembiayaan daerah 
1. Penerimaan pembiayaan 

a) Semula Rp 15.000.000.000 
b) Bertambah Rp 0 

Jumlah penerimaan  

Pembiayaan setelah 
perubahan Rp 15.000.000.000 

 
2. Pengeluaraan pembiayaan 

a) Semula Rp 3.000.000.000 

b) Bertambah Rp 0 
Jumlah pengeluaran  
pembiayaan setelah  

perubahan Rp 3.000.000.000 
 

Jumlah pembiayaan  
Netto setelah perubahan Rp 12.000.000.000 
 

Sisa lebih pembiayaan  
anggaran setelah  
perubahan Rp 0 

 
2. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 115 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan 

APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;  
 
 

 

5. Lampiran... 
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5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan 
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan 

Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK 

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 
 

3. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 117 
 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang 
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Agar... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR  17  

Diundangkan di Karang Baru 
pada tanggal, 11 Juni              2021 M 
                      30 Syawal          1442 H 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

dto 

ASRA 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal, 11 Juni            2021 M 

                      30 Syawal        1442 H 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

dto 

MURSIL 


